
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 9 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 9 TAHUN 2010

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa berhubung Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Staatsblad Nomor 228 Tahun 1926
tentang Gangguan (HO) yang telah diubah dan
disempurnakan terakhir dengan stb. Tahun 1940
Nomor 14 dan 450;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822 );

2

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Disain
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4045);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi`
Nomor 4578);

15. Peraturan Pamerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabup!ten/Kota (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pamerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun
2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004
Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN GANGGUAN
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk badan usaha lainnya;

6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus
menerus;

7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada
orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang
lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah;

8. Retribusi izin Gangguan, yang selanjutnya dapat disebut retribusi
adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan;

9. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

6

atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan;

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi;

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat
usaha;

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

13. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Buton;

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi Daerah;

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai
dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terhutang;
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18. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SDKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga atau denda;

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD. SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

22. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah retribusi dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

23. Penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai
Negeri Sipil selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas kegiatan dalam pemberian Izin Gangguan.
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Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada
orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian
kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya
gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara
ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan
kesehatan kerja.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang
telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin
gangguan

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat gangguan yang didasarkan
atas indeks usaha, indeks tingkat bahaya, indeks waktu kegiatan, indeks
skala usaha serta indeks luas dan tempat usaha yang dimintakan izin.
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BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh
biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan
pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas Indeks Usaha/Kegiatan
yang dimohonkan Izin sebagai berikut:

a. Indeks Jenis Usaha

NO Jenis Usaha Indeks

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

Usaha Pertambangan Umum

Usaha Pertambangan Galian Golongan C

Industri, Pabrik, Gudang Pendinginan Ikan Dan Gudang Hasil
Bumi Dan Usaha Bidang Perikanan

Gudang / Tempat Penyimpanan Bahan Kimia/Bahan Peledak

Usaha SPBU, Agen Bahan Bakar dan Sejenisnya

Gudang Sembako, Bahan Bangunan Dan Sejenisnya

Usaha Pariwisata, Usaha Dilokasi Pariwisata

4,00

2,50

3,00

5,00

3,00

2,00

2,00
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Warung Dan Restoran Dalam Bangunan Tetap

Pertokoan Besar

Pertokoan Sedang

Pertokoan Kecil

Tempat Pelayanan Kesehatan Dan Pusat Kebugaran

Tempat Adu Ketangkasan Dan Permainan Ketangkasan

Tempat Khusus Parkir

Tempat Hiburan, Penginapan Dan Hotel

Tempat Pengolahan Kayu, Pertukangan Kayu, Penjualan
Kayu, Dan Moubiler

Perbengkelan

Pelayanan Jasa

Usaha Sablon Dan Percetakan

Tempat Pembuatan Kerajinan Logam, Kerang-Kerang dan
Kerajinan Lainnya

Rumah Potong Hewan (RPH)

Pabrik Es Batu

Peternakan Ayam/Unggas dan sejenisnya

Industri Pengolah Tempe/Tahu

Industri Penggiling Padi

Tempat Pengeolahan Jambu Mete

1,50

2,00

1,50

1,00

1,50

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,50

3,00

2,00

1,50

1,50

b. Indeks Tingkat Bahaya Pencemaran dan Kebakaran

No Tingkat Bahaya Indeks

1.

2.

3.

Kecil

Sedang

Besar

1,50

2,00

3,00


